
  

  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 avat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pajak Parkir. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor “4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Li Maba Demam  
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

dan 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

L, 

2. 

3. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang diberi 

kewenangan untuk mengelola Pajak Parkir. 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat. 

  

   



  

  

7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sustu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

8. Penyelenggaraan Parkir adalah setiap orang atau badan yang   
menyelenggarakan Tempat Parkir. 

9. Parkir Insidentil adalah penyelengaraan Parkir yang sifatnya 

tidak permanen dan waktunya tertentu. 

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau 

dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

11. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan parkir kendaraan bermotor. 

12. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan tempat parkir. 

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati 

Paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 

wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 

pajak yang terutang. 

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) 

tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

15.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

air. 

16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan



  

17. 

18. 

19. 

  
24. 

  

20, 

21. 

22. 

23. 

Tempat Parkir adalah tempat Parkir diluar badan jalan yang 

disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disesuaikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. 

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dari subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 

penangung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagil-an 

pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang 

telah disita. 

Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat 

parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. 

Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat Parkir 

dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat 

parkir. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau bendahara 

penerima atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 

Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan



  

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan pajak   
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak,besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan 

pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 

ditetapkan. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil! yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. 

29.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 

30. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah surat yang 

dterbitkan oleh pejabat un:uk menegur atau 

memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang 

pajaknya. 

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang 

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
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Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan 

Keberatan. 

32. Surat Keputusan Keberatan adalan surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan atau oleh pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan iaporan 

laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengnimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang 

dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

35. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu 

keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

36. Putusan Banding adalah putusan badan peralihan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

37. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran Daerah.
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BAB II 

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir 

diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan   pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), adalah: 

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah: 

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang | 

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan | 

Cc. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, 

dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik. 

Pasal 3 

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan parkir kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan vang 

menyelenggarakan tempat parkir. 

(3) Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, 

pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang 

bertanggungjawab kepada manajemen. 

(4) Dalam hal pembayaran Pajak Parkir, manajemen wajib 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak Daeran. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARIF, PERHITUNGAN 

DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 4 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat 

parkir.



  

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir 

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. 

(3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut 

sewa parkir kepada penerima jasa parkir,dasar pengenaan 

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung 

dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata 

kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional 

tempat penyelenggaraan parkir dalam 1! (satu) bulan dan 

tarif pajak parkir yang berlaku di Daerah. 

Pasal 5 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan 3056. 

Pasal 6 

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan 

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 7 

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten 

Gorontalo. 

BAB IV 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

Masa Pajak Parkir lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

Pasal 9 

(1) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

saat suatu masa pajak. 

(2) Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 

adanya pembayaran dan/atau sewa ditempat parkir yang 

telah ditetapkan sebagai obyek dan subyek Pajak Parkir.



  

Pasal 10 

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak 

Daerah, wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) 

hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian 

SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB V 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 

(1) SPTPD digunakan untuk melaporkan penghitungan   
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan 

obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah waktu 

terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB, 

b. SKPDKBT: dan 

c. SKPDN. 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

diterbitkan apabila: 

a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20 

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak, 

b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

ae ee ia
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sanksi administrasi sebesar 2x» (dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar   untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, dan/atau 

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan 

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 250 (dua 

puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2”5 (dua persen) 

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan 

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100v6 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(S5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 

(1) Pembayaran pajak dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh   Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat yang ditunjuk 

oleh Bupati,hasil penerimaan pajak harus disetor ke 

| rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 

aw...
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(3) SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjukkan oleh Bupati. 

(4) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 

(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib 

Pajak. 

Pasal 13 

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak 

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu 

tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut 

dengan dikenakan bunga sebesar 2” (dua persen) sebulan 

dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak 

untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 

ditentukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

(S5) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur 

dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran 

angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 14 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 

dalam buku penerimaan. 

(2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku   penerimaan, tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

OA ——  
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BAB VII 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 15 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 

dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo   
pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran atau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus 

melunasi Pajak yang terutang. 

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain vang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD. 

Pasal 16 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam 

surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih 

dengan surat paksa. 

(2) SKPD menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua 

puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 17 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, 

SKPD segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan. 

Pasal 18 

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 

Perintah melaksanakan penyitaan, apabila wajib pajak belum 

juga melunasi hutang pajaknya, SKPD mengajukan permintaan 

penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 

Pasal 19 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan 

tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan 

| as iss aw
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Pasal 20 

Ketentuan mengenai bentuk, jenis dan isi formulir yang   dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII | 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 21 

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajih pajak dapat 

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

pajak. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib 

pajak yang ditimpa pailit atau bangkrut. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, 

keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB IX 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 22 

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak 

dapat: 

a. membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah, 

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB 

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar:dan 

Cc. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 

berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang 

dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 

wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 

Ba
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(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan  STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. 

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus 

memberikan keputusan. 

(4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 

besarnva pajak yang terutang. 

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan 

keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi, dianggap dikabulkan. 

BAB X 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a. SKPDKB: 

b. SKPDKBT 

c. SKPDLB: 

d. SKPDN: dan 

e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan 

perpajakan Daerah. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal
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dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat ditemui karena keadaan diluar 

kekuasaannya. 

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 

Pajak. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap 

sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimara 

dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan 

keputusan. 

(6) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau SKPD 

tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan 

dianggap dikabulkan. 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan 

Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seiak diterimanva 

keputusan keberatan. 

(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Putusan Banding. 

| Pasal 25 

| (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 

bunga sebesar 26 (dua persen) sebulan untuk paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan 
. tika ai aan
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denda sebesar 505 (lima puluh persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permokonan banding, 

sanksi administratif berupa denda sebesar 50x (lima puluh 

persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 100”o (seratus persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran 

pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

BAB XI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis   
dengan menyebutkan sekurang- kurangnya: 

a. nama dan alamat wajib pajak, 

b. masa pajak, 

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak, dan 

d. alasanya yang jelas. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

| telah dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan 

| permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 

waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 

dahulu hutang pajak dimaksud. 
Uu UB AAA AA
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 

setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2"Yu 

(dua persen) setiap bulari atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan Pajak. 

Pasal 27 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan 

utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan 

dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 

pembayaran. 

BAB XII 

KEDALUWARSA 

Pasal 28 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib 

Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa : atau 

b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa 

tersebut. 

(4 Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan 

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak 

dan belum melunasinva kepada Pemerintah Daerah. 
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(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui pada 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. 

Pasal 29 

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang pajak 

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 

Ch: 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak 

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

  

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 26 Desember 2018 

SEKRETARIS H KABUPATEN GORONTALO    

    H U. TAYEB 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 13   
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

IL UMUM 

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak 

menjadi jenis Pajak Daerah yang boleh dipungut di Wilayah 

Kabupaten/Kota. | 

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka diharapkan dapat 

meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung 

perkembangan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, 

sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pungutan 

Pajak Daerah serta meningkatnya mutu dan jenis pelayanan kepada 

masyarakat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukupjelas. 
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Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16   
Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukupjelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas.    



    

  

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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